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KATA PENGANTAR 

 

ِْمِ ًِ الَرحْمهِ الرَحِ  بِسْمِ الّل

 ََ َْرِ أَوْفُسِىَب  ُْذُ بِبلِله مِهْ شُرُ ََ وَعُ ََ وَسْتَغْفِرُيُ   ًُ ََ وَسْتَعِيْىُ ًِ وَحْمَدُيُ  الْحَمْدُ لِلّ

ًُ. مِهْ سَيِئَب تِ  َْ لَ ٌَبدِ ًُ فَلَب  ََ مَهْ يُضْلِلْ  ًُ ٍْدِيِ الُله فَلَب مُضِلَّ لَ أَعْمَبلِىَب. مَهْ يَ

ََ سَلِمْ  ٍُمَ صَلِّ  ُْلُ الله.  اَللّ ٍَدُ أَنَ محمدٌ الرَسُ ََ أَشْ ًَ إِلَب الُله  ٍَدُ أَنْ لَاإِل أَشْ

ًِ أَجْ ََ أَصْحَببِ  ًِ ََ عَلَّ أَلِ أَمَب بَعْدُ -مَعِيْهَ عَلَّ سَيِدِوَب محمدٍ   

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Oleh karena itu penulis sangat menyadari bahwa penulis bukanlah mahluk yang 

sempurna yang senantiasa memerlukan dorongan, bantuan dalam interaksi sosal. 

Selama penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik 

sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya dari berbagai 
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ketulusan hati untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:  
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MOTTO 

 
 

“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku 
hanya karena Allah SWT” 

 

Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia 
usahakan, Dan bahwa usahanya akan kelihatan 

nantinya. (Q.S. An Najm ayat 39-40) 
 

Jangan terlalu memikirkan masa lalu karena telah pergi 

dan selesai, dan jangan terlalu memikirkan masa depan 

hingga dia datang sendiri. Karena jika melakukan yang 

terbaik dihari ini maka hari esok akan lebih baik 
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dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbemya dijelaskan di dalam
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ANALISIS PERJANJIAN WARALABA 

 

ABSTRAK 
 

Ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan teritorial suatu 

negara. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis adalah pengembangan 

usaha melalui sistem franchise yang di Indonesia diistilahkan dengan waralaba. Peraturan 

Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba memberikan defenisi Waralaba adalah 

hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis 

dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti 

berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian 

waralaba. Di Indonesia aturan hukum mengenai Waralaba (Franchise) belum lengkap, 

mengingat pengaturan melalui undang-undang belum tersentuh oleh pemerintah. Hal ini 

diperlukan untuk menghindari pelaku usaha waralaba dari kerugian yang tidak diinginkan 

karena belum lengkapnya perangkat hukum yang melindungi mereka. Perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: bagaimana analisis perjanjian waralaba menurut KUHPerdata 

dan pelaksanaan perjanjian waralaba. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pada bisnis 

Franchise Soto Ayam Pringgading Semarang serta perlindungan hukum bagi para pihak 

dalam bisnis Franchise tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis 

empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif 

analitis. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh dengan 

penelitian lapangan melalui wawancara dan data sekunder dihimpun melalui studi 

kepustakaan dengan studi dokumen meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif.  

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 

tentang Waralaba, Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi 

Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. Perjanjian 

waralaba merupakan perjanjian istimewa bagi para pihak yang terikat di dalamnya, karena 

berkaitan dengan hak-hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.1.Analisis mengenai 

perjanjian waralaba dalam Soto Ayam Pringgading berdasarkan KUHPerdata yakni 

beberapa pasal dalam kluasula baku tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPedata mengenai 

syarat sah nya perjanjian. Selain itu tidak adanya penafsira perjanjian berdasarak Pasal 

1341-1351 KUHPerdata juga menyebabkan banyak pemahaman dalam klausula baku 

tersebut.2.Pelaksanaan perjanjian franchise di Soto Ayam Pringgading belum semuanya 

sesuai dengan klausula baku yang telah disepakati oleh Franchisor dan Franchisee. Seperti 

yang mengenai pembayaran fee dan royalty yang belum sesuai dengan kesepakatan. 

Penggunaan nama dalam perjanjian pelaksanaannya pihak Franchisor sendiri tidak 

menyediakan brosur, spanduk, ataupun logo. Selebihnya pelaksanaan perjanjiannya sudah 

sesuai dengan klausula baku antara kedua belah pihak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehadiran Indonesia dalam peta ekonomi dunia menuntut 

kemampuan untuk berkembang sebagai suatu kekuatan ekonomi baru. 

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat menuntut kesiapan dan 

kemampuan pranata hukum dalam mengikuti perkembangan ekonomi 

sebagai akibat ekonomi dunia tersebut. 

Salah satu fenomena yang nyata dari pertumbuhan ekonomi akibat 

globalisasi ekonomi dunia adalah meningkatnya kebutuhan perusahaan-

perusahaan terhadap modal dan kebutuhan tersebut menuntut struktur 

permodalan yang lebih komplek. Investasi dalam era globalisasi dunia bukan 

hanya daalam bentuk direct investmen ataupun equity investment (investasi 

dalam bentuk penyertaan saham secara formal) tetapi investasi dalam bentuk 

penyertaan modal secara informal.
1
 

Telah diketahui bahwa bentuk-bentuk usaha persekutuan dan 

perseroan merupakan Assosiasi Modal yang dibentuk karena suatu aktifitas 

usaha yang akan dijalankan secara terus menerus, memerlukan modal yang 

besar yang mungkin tidak dapat dipikul oleh sesorang saja, sehingga modal 

usaha tersebut perlu dikumpulkan dari beberapa orang. 

                                                           
1
 www.skripsitesiscom.blogspot.in/2012/12. diakses 18 February 2015 pukul 05.00. 

http://www.skripsitesiscom.blogspot.in/2012/12
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Penyertaan modal usaha dalam bentuk primair merupakan bentuk 

penyertaan modal/saham yang dipenuhi setorannya dengan uang tunai. 

Kemudian bentuk penyertaan modal/saham tersebut memperlihatkan 

variasinya bukian hanya dalam bentuk setoran tunai bahkan dapat pula 

dilakukan setoran dalam bentuk barang (inbreng). Pasal 34 ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

mementukan bahwa: 

1. Penyetoran atas modal atau saham dapat dilakukan dalam bentuk 

uang dan/atau dalam bentuk lainnya. 

2. Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham 

ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar 

atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
2
 

Perkembangan lebih lanjut dari penyertaan modal tersebut adalah 

dalam bentuk penyertaan modal secara informal seperti bidang Licensing, 

Franchising, maupun Technical Assistance. Salah satu bentuk penyertaan 

modal secara informal tersebut yang akan penulis angkat sebagai bahan tesis 

dalam rangka memenuhi syarat penyelesaian studi pada program sarjana 

hukum, yaitu masalah Franchising (Waralaba) 

Pada bentuk penyertaan modal ini pihak akan melakukan investasi 

dalam suatu usaha/perusahaan tidak lagi melakukan penyertaan modal/saham 

                                                           
2
 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 
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dalam bentuk setoran tunai ataupun memasukkan sesuatu barang/benda yang 

berwujud, melainkan cukup menyerahkan hak milik intelektual (Intelectual 

Property Right) kepada suatu perusahaan atau badan usaha berdasarkan suatu 

perjanjian. Bentuk penyertaan modal inilah yang dikenal dengan nama 

Waralaba (Franchise). 

Waralaba atau Franchising adalah salah satu strategi pemasaran dari 

banyak kemungkinan cara memasarkan usaha. Waralaba adalah sebuah 

bentuk jaringan bisnis, jaringan yang terdiri dari banyak pengusaha yang 

bekerja dengan sebuah system yang sama.  

Legalitas yuridis waralaba sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 

1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 

tanggal 18 Juni 1997 tentang Waralaba, yang disusul dengan Keputusan 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 

259/MPP/Kep/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Peraturan ini kemudian diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 42 Tahun 2007 tentang 

Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketantuan dan Tata Cara Penerbitan Surat 

Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba. 

Dasar hukum berlakunya franchise yaitu:  

1. Peraturan Khusus 

2. Perjanjian Sebagai Dasar Hukum 
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3. Hukum Keagenan Sebagai Dasar Hukum 

4. Undang-undang Merek, Paten dan Hak Cipta Sebagai Dasar Hukum 

5. Perundang-undangan lain Sebagai Dasar Hukum
3
 

Pada format bisnis ini, perusahaan yang menerima penyertaan modal 

secara informal tersebut diberi izin oleh pemilik hak atas merek, logo 

perusahaan atau nama dagang atau nama paten termasuk proses produksi dan 

proses pengoprasian bisnis.  

Bisnis waralaba ini didasarkan atas suatu perjanjian, yaitu perjanjian 

kerjasama antara Terwaralaba (franchisee) dengan Pewaralaba (franchisor), 

sehingga sering menimbulakan konflik karena hal-hal yang sudah 

diperjanjikan yang sudah disetujui bersama tidak dipenuhi oleh salah satu 

pihak, misalnya janji Franchisor untuk memberikan training, atau 

Franchisee yang tidak memenuhi kewajiban membayar royalty tepat waktu 

dan tidak memenuhi system operasi perusahaan (SOP) yang dapat 

mengakibatkan rusaknya standard yang telah ditetapkan oleh Franchisor, 

yang jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka akan timbul masalah. 

Waralaba pada prinsipnya adalah kerjasama investasi dalam 

menjalankan bisnis, sehingga keberhasilannya sangat tergantung pada 

kerjasama yang baik antara si penerima waralaba dan pemberi waralaba 

dengan saling memperhatikan hubungan antara keduanya yang menyangkut 

hak dan kewajiban.  

                                                           
3
 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global 

(Bandung: PT.Citra   Aditya Bakti, 2002), hlm. 345 
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Hal-hal yang di atur oleh hukum dan perundang-undangan merupakan 

das sollen yang harus diatati oleh para pihak dalam perjanjian franchise. Jika 

para pihak mematuhi peraturan dan tidak melanggar dari aturan main yang 

ada, maka tidak akan timbul permasalahn dalam perjanjian franchise ini. 

Dalam kenyataan kehidupan masyarakat seringkali terjadi pelanggaran dari 

aturan yang sudah ada. Berlakunya hukum dari pola harapan dan 

pelaksanaannya (expectation and performance) ini memberikan bobot yang 

lebih realistis serta dinamis terhadap berlakunya hukum.
4
 

 Dalam era pembangunan sekarang ini, perlindungan hukum bagi 

masyarakat pelaku usaha khususnya investor perlu mendapatkan pemerataan 

hasil-hasil pendapatan dapat dinikmati dengan aman, sah sah, dan tidak perlu 

menimbulkan masalah hukum dikemudian hari. Ini berarti bahwa format 

bisnis waralaba (franchise) sesungguhnya memiliki satu aspek yang 

didambakan oleh pengusaha pemberi waralaba (franchisor) maupun mitra 

usahanya yaitu masalah kepastian dan perlindungan hukum. Berdasarkan 

masalah-masalah yang dikemukakan tersebut, menunjukkan bahwa format 

bisnis waralaba ini menyimpan potensi konflik.  

Dalam franchise Soto Ayam Pringgading Semarang ini timbul 

beberapa konflik diantaranya perjanjian franchise yang telah disepakti tidak 

berjalan sesuai dengan perjanjian, pembayaran royalty dalam perjanjian yang 

telah disepakati adalah senilai Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima juta 

                                                           
4
 Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia (Bandung: Alumni, 1978), 

hlm. 14. 
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rupiah) untuk 3(tiga) tahun ternyata tidak sesuai. Franchisor meminta 

tambahan fee atau royalty perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 

kepada franchisee.  

B. Rumusan Masalah  

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah seperti di atas, maka 

permasalahan pokok yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis perjanjian waralaba di Soto Ayam Pringgading 

Semarang berdasarkan KUHPerdata? 

2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian di Soto Ayam Pringgading 

Semarang? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian:  

Tujuan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini mengenai 

perlindungan hukum para pihak dalam format bisnis franchise adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahui perjanjaian di Soto Ayam Pringgading Semarang 

sudah sesuai ataukah belum dengan KUHPerdata. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian dalam bisnis franchise 

Soto Ayam Pringgading Semarang. 

b. Kegunaan Penelitian:  

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan yang signifikan di antaranya:  
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1. Penelitian ini secara akademik berguna bagi pengembangan keilmuan 

khususnya di bidang hukum bagi mereka yang ingin mengkaji lebih lanjut 

mengenai praktek pelaksanaan perjanjian franchise serta perlindungan bagi 

para pihak bisnis franchise.  

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

lebih dalam, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi masyarakat luas 

dalam upaya memberikan kejelasan tentang perlindungan hukum bagi para 

pihak dalam format bisnis franchise. 

D. Telaah Pustaka  

Telaah pustaka yang penyusun lakukan terhadap literatur-literatur 

yang ada, menurut pengetahuan penyusun tema dalam pembahasan yang 

berkaitan dengan franchise atau waralaba beberapa di antaranya:  

Skripsi karya Abdul Aziz, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pelaksanaan Perjanjjian Franchise Di Lembaga Pendidikan 

Primagama. Dalam skripsi ini pembahasannya mengenai perjanjian franchise 

dalam hukum islam diperbolehkan, pendekatan hukumnya adalah dengan 

pendekatan kontrak perjanjiannya dalam hukum islam dikategorikan dengan 

syirkah wujuh, dan pendekatan objeknya dalam hukum islam dikategorikan 

dengan al-Haqq al-Ibtikar.
5
 

Dalam hukum perjanjian yang dikenal suatu asas popular yaitu asas 

kebebasan berkontrak yang telah terkandung dalam pasal 1338 ayat (1). 

                                                           
5
 Abdul Aziz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjjian Franchise 

Di Lembaga Pendidikan Primagama”, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri 

Yogyakarta, 2006. 
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Menurut subekti, asas kebebasan berkontrak adalah: 
6
 

Suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang pada dasarnya 

boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 

Kebebasan berkontrak telah menimbulkan jenis-jenis perjanjian yang 

disebutkan seseorang terhadap perkembangan jaman. 

Aghnia Nabila R, berjudul Tinjauan Yuridis Perjanjian Waralaba 

Terhadap Pelanggaran Hak dan Kewajiban Oleh Penerima Waralaba 

Dalam Hal Tidak Diteruskannya Usaha Waralaba. Skripsi ini membahas 

mengenai Bidang usaha yang semakin luas menyebabkan semakin 

bervariatifnya cara untuk memperluas bisnis. Salah satu bentuk 

pengembangan untuk memperluas bisnis yang diminati saat ini yaitu dengan 

menggunakan sistem bisnis waralaba (franchise). Sistem bisnis waralaba 

merupakan format bisnis yang telah terbukti mampu meningkatkan akselerasi 

pengembangan perekonomian dan merupakan sistem yang tepat bagi 

terciptanya kesempatan berusaha. Namun dalam praktiknya, sistem ini sering 

kali menimbulkan masalah terutama dalam hal tidak diteruskannya usaha 

waralaba oleh penerima waralaba sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
7
 

Akbar Muhammad, berjudul Pelaksanaan Perjanjian Waralaba 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 

                                                           
6
 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta, Intermasa: 2001), hlm.13. 

7
 Aghnia Nabila R, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Waralaba Terhadap Pelanggaran 

Hak dan Kewajiban Oleh Penerima Waralaba Dalam Hal Tidak Diteruskannya Usaha 

Waralaba”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2010. 
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Waralaba di Surakarat (Studi Kasus di Restoran Cepat Saji Mc Donald’s 

dan Steak Mas Mbong). Pembahasan skripsi ini lebih memfokuskan pada 

bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Waralaba 

mengatur Perjanjian Waralaba antara pemberi waralaba dan penerima 

waralaba, serta masalah-masalah apa saja yang timbul dalam pelaksanaan 

perjanjian waralaba di Surakarta.
8
 

E. Kerangka Teorietik 

1. Perlindungan hukum 

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi 

hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu 

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan 

hukum, baik itu bersifat preventif (pencegahan) atauipun represif 

(pemaksaan), baik yang secara tertulis ataupun tidak tertulis dalam rangga 

menegakkan peraturan hukum.  

Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai 

perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia, hukum harus 

dilaksanakan.
9
 

Pengertian waralaba menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 

1997 yang disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 

                                                           
8
 Akbar Muhammad, “Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba di Surakarat (Studi Kasus di Restoran 

Cepat Saji Mc Donald’s dan Steak Mas Mbong)” Skripsi  Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2009. 
9
 Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: Citra 

Aditya Bhakti, 1993), hlm. 140. 



10 
 

 

republic Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Waralaba, 

Waralaba yaitu hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badab 

usaha terhadap system bisnis dengan cirri khas usaha dalam rangka 

memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat 

dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian 

franchise. 

2. Perjanjian   

Hukum perjanjian ini adalah bagian dari hukum perdata yang perlaku 

di Indonesia. Hal janji adalah suatu sendi yang amat penting dalam hukum 

perdata, oleh karena hukum perdata banyak mengandung peraturan-peraturan 

hukum yang berdasar atas janji seseorang.
10

 

Dari segi hukum, franchise melibatkan bidang-bidang hukum 

perjanjian  tentang pemberian lisensi, hukum tentang nama perniagaan, 

merek, paten, model, dam desain. Bidang-bidang tersebut dapat 

dikelompokkan dalam bidang hukum perjanjian dan bidang hukum dalam 

hak intelektual (intellectualproperty right). 
11

 

Asas-asas hukum perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1338 

KUHPerdata, ada 3 asas yakni: 

1. Azas konsensualisme, bahwa perjanjian yang dibuat pada umumnya 

bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu dibuat karena 

persesuaian kehendak atau konsensual. 

                                                           
10

 Wirjono Projodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Mandar Maju, 

2011), hlm. 2. 
11

 Juajir Sumardi, Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Trans Nasional 

(Bandung:  Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm. 21-22. 
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2. Azas kekuatan mengikat dari perjanjian, bahwa para pihak harus 

memenuhi apa yang telah diperjanjikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

1338 KUHPerdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi 

para pihak.  

3. Azas kebebasan berkontrak, bahwa orang bebas membuat atau tidak 

membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat 

perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-

undang mana yang akan digunakan dalam perjanjian itu.
12

 

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian 

para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini:  

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. 

2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian. 

3. Suatu hal tertentu. 

4. Suatu sebab yang halal. 

Selanjutnya ketentuan-ketentuan lain yang mendukung kepastian 

hukum dalam format bisnis franchise adalah sebagai berikut:  

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 

tentang Waralaba.  

2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik IndonesiaNomor 12/M-

Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda 

Pendaftaran Usaha Waralaba. 

                                                           
12

 R.Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 45. 
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3. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 31/M-

DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba. 

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. 

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 

6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 

3. Penafsiran Perjanjian 

Ketentuan-ketentuan mengenai penafsiran perjanjian dapat ditemukan 

dalam Pasal 1342-1351 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut: 

1. Apabila kata-kata suatu perjanjian jelas, maka tidak 

diperkenankan menyimpang dari padanya dengan jelas penafsiran 

(Pasal 1342 KUH Perdata). 

2. Apabila kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai 

macam penafsiran, maka harus diselidiki maksud-maksud para 

pihak yang membuat perjanjian tersebut, daripada memgang 

teguh arti kata-kata menurut huruf (Pasal 1343 KUH Perdata). 

3. Apabila suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka 

harus dipilih pengertian yang sedemikian rupa yang 

memungkinkan janji tersebut dilaksanakan, daripada memberikan 

penertian yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan (pasal 

1344 KUH Perdata). 

4. Apabila kata-kata yang dibrikan dua macam pengertian, maka 

harus dipilih pengertian yang paling selarang dengan sifat 

perjanjian (Pasal 1345 KUH Perdata). 
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5. Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang 

menjadi kebiasaan dalam negeri atau di tempat dimana perjanjian 

telah dibuat (Pasal 1346 KUH Perdata). 

6. Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, 

dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, 

meskipun tidak dengan tegas dinyatakan (Pasal 1347 KUH 

Perdata). 

7. Semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian, harus diartikan 

dalam hubungan satu sama lain, tiap janji harus ditafsirkan dalam 

rangka perjanjian seluruhnya (Pasal 1348 KUH Perdata). 

8. Jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan 

atas kerugian mereka yang telah meminta diperjanjikannya 

sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah 

mengakibatkan dirinya untuk itu (Pasal 1349 KUH Perdata). 

9. Meskipun bagaimana luasnya kata-kata dalam mana suatu 

perjanjian disusun, namun perjanjian itu hanya meliputi hal-hal 

yang nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak suatu 

membuat perjanjian (Pasal 1350 KUH Perdata). 

10. Jika seseorang dalam suatu perjanjian menyatakan suatu hal untuk 

menjelaskan perikatan, tak dapatlah ia dianggap bahwa dengan 

demikian hendak mengurangi maupun membatasi kekuatan 

perjanjian menurut hukum dan hal-hal yang tidak dinyatakan 

(Pasal 1351 KUH Perdata). 
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4. Hak Atas Kekayaan Intelektual (MEREK) 

Di dalam Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 sendiri tidak 

diatur secara khusus tentang waralaba, hanya dalam Pasal 43 ayat (1) 

dikatakan, pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi terhadap pihak 

lain untuk memakai merek tersebut dengan perjanjian dan wajib didaftarkan 

ke Direktorat Jenderal HAKI. 

5. Franchise Agreement 

Perjanjian waralaba (franchise agreement) memuat kumpulan 

persyaratan, ketentuan dan komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh para 

Franchisor bagi para Franchisee-nya. Di dalam perjanjian waralaba 

tercantum ketentuan berkaitan dengan hak dan kewajiban Franchisee dan 

Franchisor. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, jenis 

penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan, 

konkretnya mengenai perlindungan hukum para pihak dalam format bisnis 

franchise di Soto Ayam Pringgading Semarang. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian mengenai perlindungan hukum para pihak dalam format 

bisnis franchise ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris. 

Secara yuridis, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 
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literatur-literatur hukum, dan sistematika hukum. Secara emperis, penelitian 

ini menitik beratkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis, 

factual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan 

perlindungan hukum para pihak dalam format bisnis franchise. 

3. Sumber Data 

a. Primer, yaitu data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau 

pertama. 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini 

subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap 

suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang 

digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu : (1) metode survei dan (2) 

metode observasi. 

b. Sekunder, yaitu data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal 

mencari dan mengumpulkan. 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat 

oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. 

4. Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data:  
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a. Dokumentasi  

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

catatan, transkip, buku, majalah, dokumen, dan internet. Dalam hal ini 

penyusun menyelusuri dokumen perjanjian yang berkaitan dengan 

perlindungan hukum para pihak dalam format bisnis franchise.  

b. Pengamatan (Observasi) 

Yaitu pengumpulan data dengan pengamatan secara sistematik 

fenomena-fenomena yang diteliti. Secara langsung penyusun melakukan 

pengamatan di Soto Ayam Pringgading Semarang. 

c. Wawancara (Interview)  

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini 

penyusun melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dapat 

memberikan keterangan. 

5. Analisis Data  

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif. Yakni penggambaran secara kualitatif fakta, data, atau 

objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan berupa 

ungkapan bahasa atau wacana (apapun itu bentuknya) melalui interpretasi 

yang tepat dan sistematis.
13

 

 

                                                           
13

 Wahyu Wibowo, Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah, (Jakarta: Kompas Media 

Nusantara, 2011), hlm. 43. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan menyeluruh, 

maka penulis membuat sitematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, mengenai latar belakang 

masalah, pokok masalah, tujuan, dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua yaitu mengenai gambaran umum perjanjian franchise, 

pengertian franchise, franchise sebagai bentuk perjanjian, Sejarah franchise, 

dan perkembangannya di Indonesia, dasar hukum franchise di Indonesia, 

karakteristik yuridis dari franchise. 

Bab ketiga,karena penelitian ini bersifat lapangan, maka akan 

digambarkan tentang kondisi umum tentang Soto Ayam Pringgading 

Semarang, yang meliputi profil dari Soto Ayam Pringgading Semarang, 

pihak-pihak dalam perjanjian franchise, dan isi perjanjian dalam bisnis 

waralaba Soto Ayam Pringgading Semarang. Membahas hasil penelitian 

yang berupa data-data yang diperoleh. 

Bab keempat yaitu mengenai analisis data yang sudah diperoleh pada 

bab ketiga yang berupa bentuk analisis perjanjian waralaba di Soto Ayam 

Pringgading Semarang dan pelaksanaan perjanjian franchise Soto Ayam 

Pringgading Semarang, sudah sesuai ataukah belum dengan dasar hukumnya. 

Bab kelima merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan yang 

diperoleh dari permasalahan yang akan diteliti dan saran-saran yang bias 

dijadikan bahan pertimbangan pembahasan lebih lanjut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 

Tahun 2007 Tentang Waralaba, Waralaba diselenggarakan berdasarkan 

perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba 

dengan memperhatikan hukum Indonesia. 

a. Analisis mengenai perjanjian waralaba dalam Soto Ayam 

Pringgading berdasarkan KUHPerdata yakni beberapa pasal dalam kluasula 

baku tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPedata mengenai syarat sah nya 

perjanjian. Selain itu tidak adanya penafsira perjanjian berdasarak Pasal 

1341-1351 KUHPerdata juga menyebabkan banyak pemahaman dalam 

klausula baku tersebut. 

b. Pelaksanaan perjanjian franchise di Soto Ayam Pringgading belum 

semuanya sesuai dengan klausula baku yang telah disepakati oleh Franchisor 

dan Franchisee. Seperti yang mengenai pembayaran fee dan royalty yang 

belum sesuai dengan kesepakatan. Penggunaan nama dalam perjanjian antara 

Franchisor dan Franchise, dalam pelaksanaannya pihak Franchisor sendiri 

tidak menyediakan brosur, spanduk, ataupun logo. Selebihnya pelaksanaan 

perjanjiannya sudah sesuai dengan klausula baku antara kedua belah pihak.  
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B. Saran 

1. Untuk Franchisor sebelum mealkukan kerjasama dengan calon franchisee 

sebaiknya meneliti dan mengecek terlebih dahulu calon franchisee. Apabila 

terjadi ketidaksesuain antara klausa baku yang telah disepakti sebaiknya  

franchisor bisa berlaku lebih adil agar tidak terjadi pihak-pihak yang 

dominan dalam klausula baku yang telah disepakati. 

2. Untuk Franchisee sebaiknya sebelum melakukan kerja sama bisnis 

waralaba cari tahu terlebih dahulu sudah berapa banyak franchisee yang 

menjalankan franchice tersebut, dan carilah informasi terlebih dahulu 

mengenai bisnis tersebut, dukungan dari franchisor dalam mengatasi masalah 

dan prospek kedepannya.  

.
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Kegiatan Perdagangan. 

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 

259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang 
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Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha 

Waralaba. 

 

d. LAIN-LAIN 

www.skripsitesiscom.blogspot.in/2012/12. diakses 18 Februari 

2015 pukul 05.00. 

http://www.skripsitesiscom.blogspot.in/2012/12
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